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ABSTRAK

Kinerja keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas
kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas pemerintah.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan
pemerintahan daerah kota binjai Tahun 2009-2017 dengan menggunakan rasio
kemandirian, rasio aktivitas, rasio dergjat desentralisasi dan rasio ketergantungan
daerah. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif
kuantitatif. Dari hasil penelitian, rasio aktivitas pada belanja langsung cenderung
mengalami  penurunan. Dengan Nilai belanja tertinggi pada tahun 2009 yaitu
sebesar 42.4% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,16%, belanja
langsung masih sangat kurang dengan rata-rata 24,65%. Oleh karena itu rasio
belanja langsung relatif kecil. Adapun rasio desentralisasi pada tahun 2009-2017
selalu mengalami kenalkan setigp tahun nya sebesar 7, 97% dan rasio
ketergantungan daerah mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 83,38%
yang sebelumnya pada tahun 2009 berkisar 92,12%. Dengan melihat hasil
tersebut maka perkembangan kinerja keuangan pemerintah Kota Binjai dapat
dikatakan belum stabil.

Kata Kunci : Rasio Kemandirian , Rasio Aktivitas, Rasio Desentralisasi Dan
Rasio Ketergantungan Daerah
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ABSTRACT

Financial performance is a form of accountability for the management of
economic resources owned by a government entity. The problem in this study was
to assess the financial performance of the regional government of Binjai City in
2009-2017 by using the independence ratio, activity ratio, decentralization degree
ratio and regional dependency ratio. The data source used in this study is
secondary data. The data analysis method used is quantitative descriptive method.
From the results of the study the ratio of activity to direct expenditure in total
expenditure tends to decrease with the highest value in 2009 which is 42.4% and
the lowest in 2017 is 18.16% direct expenditure is still very low with an average
of 24.65% therefore the ratio direct shopping is relatively small. The
decentralization ratio in 2009-2017 always experienced an annual increase of 7,
97% and regional dependence experienced a decline in 2017 of 83.38% which in
2009 was around 92.12%. By seeing these results, the development of Binjai city
government financial performance can be said to be unstable.

Keywords: Independence Ratios, Activity Ratios, Decentralization Ratios and
Regional Dependency Ratios
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Dibagian sektor publik khususnya di Indonesia semakin luas dan
berkembang dengan adanya pelayanan publik menjadi peran dan fungsi utama
dari birokrasi pemerintahan. Salah satu pengelolaan dan pertanggungjawaban
kinerja keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
efesien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan
kepatuhan.

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan melalui
APBD yang langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan undang-undang
nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Pemda) dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah, pemerintahan diberikan wewenang yang luas dalam
membuat semua urusan pemerintahan mula dari perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan.

Menutut pasal 1 Peraturan Pmerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisi keuangan daerah adalah hak dan
kewagjiban daerah dalam rangka penyelengaraan pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam

batas-batas kewenangan daerah.



Lahir nya peraturan pemerintah Nomor. 25 Tahun 2004 yang melipuiti
tentang system perencanaan pembangunan nasional (Tahun 2004 Nomor 104).

Untuk melihat kemampuan dalan mengelola keuangan serta
melaksanakan otonomi daerah salah satunya dapat diukur melalui kinerja
keuangan daerah, ialah dengan menganalisis laporan pengelolaan yang telah
dibuat pemerintah berupa laporan realisasi anggaran (LRA). Laporan Realisasi
Anggaran sendiri menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban pemerintah
daerah yang dapat mengambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam satu periode pelaporan.anggaran memiliki peran utama dalam
alokasi sumber daya publik,stabilitas,distribusi,perencanaan dan pengendalian
organisasi serta penilaian kinerja. Setiap penganggaran dalam pengeluaran APBD
harus didukung dalam kepastian penerimaan yang cukup kepada daerah
sebagaimana mengelola keuangan yang dituangkan dalam APBD untuk
mengambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan
pelaksanaan tugas pembantu dalam menjalankan otonomi daerah.

Pengukuran sektor publik dilakukan untuk memperbaiki kinerja
pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan, dan
mewujudkan pertanggungjawaban publik serta strategi yang diterapkan bagi
instansi pemerintah adalah bagaimana agar masyarakat dapat merasakan
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, pengukuran
sektor publik penting dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Menurut Mamesah dalam Halim (2009), keuangan daerah dapat diartikan :
semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang

maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang sebelum dimiliki



/ dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Berikut ini merupakan hasil dari rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio
dergjat desentralisasi dan rasio ketergantungan daerah sebagai alat ukur untuk
mengukur kinerja pemerintahan daerah Kota Binjai, dan dapat dilihat pada table

1-1 berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Rasio Kemandirian Daer ah, Rasio Aktivitas, Rasio Der gj at

Desentralisasi dan Rasio K etergantungan Daerah

Rasio Keuangan Daerah
Rasio _
. . ) , Rasio
Rasio Aktivitas Rasio Der agjat
iri _ .| Ketergantung
Kemandirian (%) Desentr alisasi
an Daerah
Tahun | Daerah (%) BL (%)
BTL (%)
2009 4,73 57,60 | 42,40 4,36 92,12
2010 5,06 66,43 | 33,57 4,26 84.24
2011 5.20 75,86 | 24,14 4,57 87,90
2012 8,72 75,66 | 24,34 6,99 80,21
2013 8.03 81,03 | 18,96 6,91 86,06
2014 10,04 80.94 | 19,06 8,95 89,17
2015 10,23 80,22 | 19,78 9,28 90,71
2016 11,90 78,46 | 21,47 10,63 89,37
2017 18,98 81,76 | 1816 15,82 83,38

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018



Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian daerah pada table 1.1,
menunjukan bahwa kontribusi PAD ( Pendapatan Anggaran Daerah) dari transfer
pusat, provinsi dan pinjaman selama sembilan tahun berakhir masih ada kurang
dari 10%. Jika ditinjau berdasarkan skala interval kemandirian keuangan daerah ,
hasil presentase kurang dari 10% memiliki arti bahwa rasio kemandirian daerah
sangat kurang. Menurut Abdul Halim (2007:233) “semakin tinggi rasio
kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap
bantuan pihak eksternal terutama (Pemerintahan Pusat Dan Provinsi) semakin
rendah dan demikian pula sebaliknya”.

Tingkat kemandirian  daerah,aktivitas,dergjat  desentralisasi  dan
ketergantungan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan
menggunakan skala interval kemampuan keuangan daerah, dapat dilihat pada

tabel 1.2 sebagal berikut:

Tabel 1.2
Skala I nterval Kemandirian Keuangan Daer ah
Presentase Kemampuan Keuangan Daerah
0.00-10,00 Sangat Kurang
10.01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Sedang
30,01-40,00 Cukup
40,01-50,00 Baik
>50,00 Sangat Baik

Sumber: Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam debby 2013



Berdasarkan rasio aktivitas/keserasian dapat dilihat pada tabel 1.1 masih
ada rasio keuangan yang belum stabil dan rata-rata rasio mengalami penurunan
pada akhir tahun terakhir pada biaya langsung, bila ini terus menerus berlangsung
maka akan sulit bagi Kota Binjai untuk melaksanakan proses penyelengaraan
pemerintahan, pembangunan secara mandiri dan pembiayaan kegiatan operasional
sehari-hari tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini pemerintah pusat dan
provinsi) padahal dalam hal pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk
mampu membiayai daerahnya sendiri, perhitungan rasio aktivitas’keserasian
belanja tidak langsung pada tahun (2009-2017) selalu mengalami kenaikan tiap
tahunnya, sedangkan belanja langsung atau belanja pembangunan tahun 2009
bernilai sebesar 42,40% dan tahun pada tahun 2010 belanja langsung mengalami
penurunan yang sangat drastis rendah bernilai sebesar 18,16%.

Dilihat dari perhitungan rasio desentralisasi berdasarkan tabel 1.1,dimana
kontribusi PAD selama tahun (2009-2017) kurang dari 10%. Apabila ditinjau dari
skalainterval kemandirian keuangan daerah, dimana kontribusi PAD yang kurang
10% mengandung arti bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menggali
dan mengelola pendapatan masih sangat kurang. Maka akan sulit bagi pemerintah
daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Dari hasil perhitungan rasio ketergantungan daerah tabel 1.1, dimana
kontribusi pendapatan transfer dari total pendapatan selama lima tahun terakhir
tahun (2009-2017) mengalami peningkatan sangat tinggi, yakni menunjukan
angka diatas 80%. Hasil perhitungan rasio pada tabel 1.1 menunjukan bahwa
konstribusi pendapatan transfer dari total pendapatan selama sembilan tahun

terakhir, paling rendah sebesar 80,21% pada tahun 2012, selebihnya merupakan



PAD dan pendapatan yang sah sebesar 19,79% dari total pendapatan. Bearti
pendapatan transfer lebih besar dari pada pendapatan yang lainnya dalam
pendapatan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa rasio ketergantungan daerah
sangat besar berpengaruh terhadap pemerintahan pusat/provinsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk memilih
judul penelitian dengan judul “ PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN,
RASIO AKTIVITAS, RASIO DESENTRALISASI DAN RASIO
KETERGANTUNGAN DAERAH UNTUK  MENILAI KINERJA

KEUANGAN DAERAH KOTA BINJAI”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat identifikasi
masalah sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian, rasio aktivitas/keserasian, rasio dergjat desentralisasi
masih belum stabil dan rata-rata rasio tersebut mengalami penurunan 10%
disebabkan adanya pengangaran belanja yang belum stabil sehingga
perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan belum
stabil di Kota Binjai.

2. Besarnya tingkat perhitungan rasio ketergantungan daerah mencapai
peningkatan 80% disebabkan karena adanya pendapatan transfer lebih
besar dari pada pendapatan lain-lain sehingga dapat dikatakan bahwa
ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi masih sangat

besar.



C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih fokus dan sesuai dengan permasalahan dan
Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah dalam penelitian maka
penulis membuat batasan masalah mencakup kinerja keuangan yang dibatasi
dengan Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Aktivitas Daerah, Rasio Dergat
Desentralisasi Daerah, Rasio Ketergantungan Daerah untuk menilai  Kinerja

Keuangan Pemerintah pada Kota Binjai.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang masalah maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio
kemandirian?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio
aktivitas’keserasian?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio
dergjat desentralisasi?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio

ketergantungan daerah?



E. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah disebelumnya, maka tujuan penelitian

sebagai berikut:

1.

Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio
kemandirian.

Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio
aktivitas/keserasian.

Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio dergjat
desentralisas.

Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio

ketergantungan daerah.

F. Manfaat Pendlitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1

Bagi Peneliti merupakan penambahan wawasan dan ilmu dalam bidang
pengelolaan keuangan pemerintahan daerah terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah melalui pengaruh rasio keuangan dan
meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis.

Bagi Pemerintahan Daerah Kota Binjai sebagai bahan masukan bagi
pihak-pihak yang memerlukan, terutama Pemerintahan Kota Binjai
yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah dalam
mengelolah keuangan serta mengukur kinerja keuangan Pemerintah

yang dapat bermanfaat bagi Kota Binjai.



3. Bagi penéliti

selanjutnya yang terkait dengan rasio keuangan Terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah.

G. Keadlian Penedlitian

lanjut sebagai bahan dan referensi bagi peneliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Ayu Indah Putri Harahap, “Analisis Rasio Aktivitas Dan Rasio

Pertumbuhan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota

Binjai Melalui APBD 2009-2013”. Sedangkan penelitian ini berjudul *“ Pengaruh

rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio desentralisasi dan rasio ketergantungan

daerah untuk menilai kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai.”

Adapun perbedaan Penelitian dapat dilihat pada tabel mapping keaslian

penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.3

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

No K eterangan

Penelitian terdahulu
(Ayu Indah)

Peneliti Sekarang
(Christina M elati)

1 Judul penelitian

Analisis Rasio Aktivitas
Dan Rasio Pertumbuhan
Dalam Mengukur Kinerja
Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Binjai
Melalui APBD 2009-2013

Pengaruh Rasio
Kemandirian, Rasio
Aktivitas, Rasio
Desentralisasi Dan
Rasio
Ketergantungan
Daerah Untuk
Menilai Kinerja
Keuangan Daerah
KotaBinjai
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Variable penelitian

Penelitian terdahulu
mengunakan 2 variabel
bebas, dimana 2 variabel
bebasnya itu adalah:
Analisis Rasio Aktivitas
Dan Rasio Pertubuhan
Daam Mengukur Kinerja
dan variable terikatnya
Kinerja Pengelolaan

Keuangan Pemerintah

Penelitian sekarang
mengunakan 4
variabel bebas :
Rasio Kemandirian,
Rasio Aktivitas,
Rasio Desentralisasi
Dan Rasio
Ketergantungan
Daerah dan variabel
terikatnya yang

Kota Binjai. Mempengaruhi
Kinerja Keuangan
Daerah Kota Binjal.
Metode penelitian Deskriptif Kuantitatif Deskriftif
Lokas penelitian KotaBinjai KotaBinjai
Tahun penelitian Tahun 2009 Tahun 2018




BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritis
1. Pengertian Pengelolaan keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, “ Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah suatu hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban ”.

Renyowijoyo (2008:216) bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan
pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagaimananya dalam UU No. 33
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga
perlu dikelola daam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, dan
dikeluarkannya peraturan pemerintahan republik Indonesia No, 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana yang dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan
keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelengaraan
pemerintahan daerah.Pengelolaan tersebut di dukung dengan keluarnya peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah untuk melengkapi sistem.

Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut para ahli adalah
pengelolaan keuangan yang bertumpu / berfokus pada kepentingan publik (public
oriented). Hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk

kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam

11
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perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah.Maka dari itu,
pengelolaan daerah diharuskan secara transparan dan mempunyai akuntabilitas
yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efesien. (PP RI
No. 58 Tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah)

Darise (2009) mengungkapkan bahwa salah satu sebab berlakunya
otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan
roda dalam pemerintah daerah termasuk didalamnya terdapat sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sektor industry dengan adanya otonomi daerah
sewaktu daerah dalam mengelola kekyaan daerahnya seoptimal mungkin guna
meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 1 peraturan pemerintah (PP) NO. 58 Tahun 2005 yaitu tentang
Pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran dan belanja daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunanpemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersma oleh pemerintah daerah dan DPRD , dan ditetapkan
dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengelolan Keuangan Daerah merupakan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung
jawaban keuangan daerah.

Menurut Mahmudi (2011:179) Landasan hukum pengelolaan keuangan
daerah antaralain :

a UUD 1945 Amandemen |V Bab VIII

b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

d. UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara.



J.

yakni :

13

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintaham Daerah

UU No0.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
Pemendagri No. 13 Tahun 2006 Pemendagri NO. 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Daerah terkait.

Kelembagaan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa unsur

Kepala Daerah yang jabatan nya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengel olaan keuangan daerah.

. Sekretaris Daerah selaku kordinator pengel olaan keuangan daerah.

Bendahara Umum Daerah yang disingkat (BUD) bertindak dalam

kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

. Kepala Organisasi pengelolaan keuangan daerah adalah perangkat

daerah pada pemerintahan daerah selaku pelaksana pengelolaan

keuangan daerah. .

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 dan Pemendagri Nomor 13 Tahun

2016, yang didasari oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 dalam Pasal 10 ayat (2),

Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
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c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
oleh Peraturan Daerah.

d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Salah satu manfaat dan tujuan sebuah laporan keuangan ialah untuk
memberikan informasi keuangan sebagai pertimbangan pembuatan keputusan
serta untuk pengukuran dan evaluasi kerja.

Halim (2008) dalam debby silvia (2013:3) “Untuk menganalisis rasio
kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menfelola keungan daerah dengan
melakukan analisis rasio keungan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana
aktivitas daerah dalam membelanjakan pendapatan dan pengeluaran yang
dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:158) Pengukuran Kinerja
merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegitan yang
telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang
lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan
pada saat perencanaan.

Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja
yang memberikan informasi sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik
untuk memonitor kinerja dalam menghasilkan output dan outcome terhadap
masyarakat. Pengukuran sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga

maksud.Pertama, pengukuran kinerja publik dimaksudkan untuk dapat
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memperbaiki kinerja pemerintah.Ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu
pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini akhirnya
akan meningkatkan efesiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam
pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan
untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.Ketiga ukuran
kinerja sektor publik dimaksud untuk menunjukan pertanggungjawaban publik
dan memperbaiki komunikasi lembaga.Pengukuran kinerja bermanfaat untuk
membantu para pengambilan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja yang
berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas

publik.

3. AnalisisRasio Keuangan

Menurut Halim (2011:163) Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk
mengukur kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkan dengan
kinerja organisasi lain yang sgjenis.

Menurut Halim (2009) Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio
keuangan pada APBD adalah :

a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)

b. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya

c. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam membina

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
d. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki

saham pemda, bersedia memberi pinjaman atau membeli obligasi.
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Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintahan dapat dilihat dari rasio
yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD

antaralain:

1) Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) ini menunjukan
kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah pembangunan,
dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar paak dan retribusi
sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Mahmudi (2011:170) Rasio kemandirian daerah dapat dihitung
dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah
dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi
serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukan pemerintah
daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan
asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari
sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut:

. .. PAD
Rasio Kemandirian= — x 100%
(Transfer Pusat+provinsi)+Pinjaman

Sumber: Olahan (Mahmudi, 2011 : 170).
Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan

daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan o
K euangan Kemandirian (%) Pola Hubungan
Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif
Rendah 25% - 50% Konsultatif
Sedang 50% - 75% Partisipasif
Tinggi 75% - 100% Delegatif

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap
sumber dana eksternal. Menurut Halim (2007:233) “Semakin tinggi rasio
kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap
bantuan pihak eskternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah
dan demikian pula sebaliknya”.

Rasio kemandirian juga mengambarkan tingkat partisipasi masyarakat
dalam membangun daerah.Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang
merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak
dan retribusi daerah akan mengambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang

semakin tinggi.

2) Rasio Aktivitas/ keserasian

Rasio ini mengambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan
alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Menurut Halim (2011:172) menyatakan Rasio Aktivitas’keserasian
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam

mengunakan aktiva yang dimiliki. Atau semakin tinggi persentase dana yang
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dialokasikan untuk belanja tidak langsung (belnja rutin) berarti presentase belanja
langsung (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan
prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil . secara sederhana , rasio

aktivitas/keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

Rasio Belanja Tidak Langsung/Rutin adalah:

Total Belanja Rutin/Operasi
x 100 %

Total Belanja Daerah
Rasio Belanja Langsung/Pembangunan:

Total Belanja Pembangunan/Modal
x 100 %

Total Belanja Daerah
Sumber : Olahan Debby Silvia (2013:16) — Ekonomi Akt UMSU dalam  Kasmir

(2011).

3) RasioDerajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2011:169) Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan
perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerima daerah.
Rasio ini menunjukan dergjat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.
Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai

berikut:

Dergjat Desentralisasi= rAb x 100%

Total Pendapatan

Sumber: (Mahmudi, 2011:169).
Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan

daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.2

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan o
K euangan Kemandirian (%) Pola Hubungan
Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif
Rendah 25% - 50% Konsultatif
Sedang 50% - 75% Partisipasif
Tinggi 75% - 100% Delegatif

4) Rasio Ketergantungan Daerah
Menurut Mahmudi (2011:170) Rasio ketergantungan keuangan daerah
dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima
oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini
maka semakin besar tingakat ketergantungan pemerintah daerah terhadap
pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai

berikut:

Pendapatan Transfer

X 100%

Dergjat Ketergantungan=

Total Pendapatan
Sumber: Olahan Debby Silvia (2013:16) dalam Mahmudi (2011:170)
Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan

daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.3

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan o
K euangan Kemandirian (%) Pola Hubungan
Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif
Rendah 25% - 50% Konsultatif
Sedang 50% - 75% Partisipasif
Tinggi 75% - 100% Delegatif

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer ah
Halim dan Syam (2012:38) ditetapkannya Peraturan Derah bahwa APBD
sebagal anggran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara terperinci.
Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk
menutupi biaya yang terkait dalam aktivitas tersebut, dan adanya
biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan
dilaksanakan.
2) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

3) Periode anggaran, biasanya satu tahun.

a. Struktur APBD
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
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1) Pendapatan Daerah

Pendapatan Derah meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar
kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang
bersal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari pendapatan asli
daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Pendapatan Adli Daerah terdiri dari :

a) Pendapatan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan

pendapatan daerah berasal dari retribusi. Berdasarkan UU No. 13
Tahun 2000, jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota
meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

(1) Retribusi pelayanan kesehatan.

(2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

(3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP.

(4) Retribusi penggantian biaya cetak.

(5) Retribusi pelayanan pemakaman.

(6) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan jalan umum.

(7) Retribusi pelayanan pasar.

(8) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

(9) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

(10) Retribusi pengantian biaya cetak peta.

(11) Retribusi pengujian kapal perikanan.

(12) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
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(!3) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan.

(14) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan.

(15) Retribusi jasa usaha terminal

(16) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir

(17) Retribusi jasa usaha tempat khusus penginapan/villa

(18) Retribusi izin mendirikan banguan

(19) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.

(20) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair.

(21) Retribusi jasa usaha penyeberangan di atas air.

(21) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga.

(22) Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal.

(23) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.

(24) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan, hasil

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirincikan menurut objek

pendapatan yang mencakup:

(1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/APBD.

(2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
negara/ BUMN.

(3) Bgaian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

swasta atau kelompok usaha masyarakat.
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(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,pendapatan ini
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik
pemda. Jenis pendapatan meliputi:

(a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan.

(c) Jasagiro.

(d) Pendapatan bunga.

(e) Tuntutan ganti rugi

(f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing.

(g) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

¢) Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil

(1) Pajak dan Sumber Daya Alam.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU). Dan

(3) Dana Alokas Khusus (DAK).

d) Lain-lain Pendapatan Derah yang sah mencakup hibah

(1) Barang atau uang dan kota.

(2) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

(3) Pendapatan dana darurat serta bantuan keuangan dari provinsi

atau pemerintah lainnya.
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2) Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran uang dan rekening kas
umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan
kewgjiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 27
belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan:
a) Organisasi.
b) Fungsi
¢) Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tersebut
dinyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah, baik menurut urusan
pemerintahan, organisasi, fungsi, dan jenis belanja yang ditetapkan
berdasarkan kebutuhan daerah setempat yang antara lain terdiri dari:
a) Belanja Aparatur Daerah meliputi:

(1) Belanja Administrasi Umum terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas.

(2) Belanja operasi dan pemeliharaan, antara lain belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja
pemeliharaan.

(3) BelanjaModal

b) Pelayanan Publik, meliputi:
(1) BelanjaBagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan

(2) Belanja Tidak Tersangka.
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Antara Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dengan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dibuat pada tanggal 15 Mei
2006 terdapat perbedaan dalam menguraikan jenis belanja daerah.

istilah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagai berikut:

a) BelanjaLangsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung
dari suatu kegiatan terdiri dari:
(1) Belanja Pegawai.
(2) Belanja Barang dan Jasa.

(3) BelanjaModal.

b) Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanjatidak langsung terdiri dari:

(1) Belanja Pegawai

(2) Bunga.

(3) Subsidi.

(4) Hibah, Bantuan Sosiall

(5) BelanjaBagi Hasil.

(6) Bantuan Keuangan, dan

(7) Belanja Tidak Terduga
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¢) Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk
menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam APBD,
pembiayaan daerah dirinci menuruut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan uang yang perlu
dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah
pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Daerah dalam peraturan Nomor 58 Tahun 2005 pasal
28 ayat 1 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan.
(1) Penerimaan Pembiayaan Daerah melipuiti:
(@) SisaLebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun lalu.
(b) Pencairan/Transfer dari Dana Cadangan.
(c) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi.
(d) Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi:
(a8) Pembiayaan Modal.
(b) Pembentukan/Transfer ke Dana Cadangan.

(c) Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo, dan
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(d) Pemberian Pinjaman.
Menurut Nordiawan, dkk (2007:43) “ Jika APBD mengalami
defisit, pemerintah dapat menganggarkan penerimaan pembiayaan.
Sebaliknya, pemerintah dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan

jika ada surplus”.
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Gambar 2.1
Struktur APBD

PEMBIAYAAN
Pendapatan
I_’ Pengeluaran:
e Pembayaran Pokok
P> SURPLUS pinjaman

e Penyertaan Modal

e Pembentukan Dana
=P DEFISIT

e Cadangan, dan lain-

“‘ lain
Belanja

Penerimaan :
e SILPA (tahun
sebelumnya)
e Pencairan Dana
Cadangan.

e Penerimaan Pinjaman

Daerah, dan lain-lain

Sumber : Nordiawan, dkk (2007:42)

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Berikut ini adalah tinjauan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi

refrensi penegembangan paenelitian ini dapat dilihat padatabel 2.4
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Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu
No Penelitian Judul Hasil Pendlitian
(Tahun)
1 | AdindaMarizka | AnalisisKinerja 1)Menunjukan

(2009)

Pengelolaan Anggaran Dan
Belanja Pemerintah Kota
Medan

bahwa pemerintahan
Kota Medan dalam
merealisasikan pajak
daerah pada tahun 2003
sampai 2007 dapat
dikatakan efesien dan
efektif

2) Pemerintah Kota
Medan masih
tergantung pada
pemerintah pusat
sehingga
penyelenggaraan
desentralisasi masih
rendah

Debby Silvia
(2013)

Analisis Rasio Keuangan
Daerah Dalam Mengukur
Kinerja Keuangan
Pemerintahn Kota Tanjung
Balai Tahun 2008-2012

Dkinerja keuangan
pemerintah Kota
Tanjung Balai belum
sepenuhnya stabil
dimana rasio efesiensi
dalam 3 tahun dan rasio
aktivitas/keserasian

yang mana belanja rutin
yang lebih prioritas,

Kinerja keuangan
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Pemerintah Kota
Tanjung Balai Tahun
2008-2012

Nanik Wahyuni | Analisis Rasio Untuk 1) pertumbuhan Kota

(2007) Mengukur Kinerja Malang  menunjukan
Pengelolaan Keuangan pertumbuhan positif
Daerah Kota Malang pada Tahun 2006-2007.

Sugeng Faktor-Faktor Yang 1) mempunyai tingkat

(2007) Mempengaruhi Pengelolaan | pertumbuhan yang
Keuangan Daerah Dan sangat tinggi dari tahun
Implikasinya Terhadap ke tahun sebesar 58,1%
Kinerja pada tahun 2007”.
Pemerintah Daerah Di kabupaten kendiri
Kabupaten Kendiri

Espinoza Pengaruh Penerapan 1)pelaksanaan anggaran

(2014) Berbasis Kinerja Terhadap | berbasis kinerja

Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Medan

cenderung menurun.
Dalam realisasi
anggaran belanja dapat
dikatakan efesien dan
pertumbuhan belanja
menunjukan
pertumbuhan yang
positif yang diimbangi
dengan pendapatan
secara keseluruhan
kinerja keuangan
pemerintahan Kota
Medan

2) anggaran berbasis
Kinerja dapat dikatakan
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cukup baik karena PAD

mengalami peningkatan

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan hasil penelitian

terdahulu, maka penulis membuat kerangka konseptual sebagai berikut :

Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kota Binjai tahun
2009-2017

!

1. Rasio Kemandirian

2. Rasio Aktivitas

3. Rasio Desentralisasi

4. Rasio Ketergantungan Daerah
(menurut mahmudi 2011:170)

1

Kinerja Keuangan Daerah
Kota Binjai Tahun
2009-2017

Gambar 2.2
Kerangka K onseptual

Sumber : Penulis 2018



BAB II1

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (20015: 53) pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri
baik hanya satu variabel maupun lebih atau menghubungankan dengan variabel
yang lain . Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang
berbentuk angka, datayang peneliti kumpulkan berbentuk data dan angka seperti

laporan keuangan atau numeric seperti rasio keuangan daerah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan keuangan dan
Aset Daerah Kota Binjai (BPKPAD) yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman

No. 6 Kota Binjai.

2. Waktu Penelitian
Penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober 2017 s/d selesai.Yang

dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

32
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Tabel 3.1

Jadwal K egiatan Penelitian

kegiatan

Bulan

april mei jun Jul agus

112/3|{4/1|/2(3/4/1/2|3/4|1(2|3/4/1|2/3|4|1

Riset awal
/Penggjuan
judul

Penuysunan

proposal

seminar

proposal

penuyusana

n skripsi

Bimbingan
skripsi

Sumber : Diolah Penulis 2018.

C. Jenis Data

1. DataKualitatif berupa keadaan dan gambaran umum Kota Binjai yang

merupakan profil daerah.

2. DataKuantitatif berupalaporan perhitungan realisasi APBD Pemerintah

Daerah Kota Binjai
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D. Sumber Data
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulis adalah
data sekunder (data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta
sumber-sumber lainya berupa data runtut waktu atau time series) yaitu
laporam realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli

atau pihak pertama.

E. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai.
Sedangkan Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota

Binjai Tahun 2009-2017.

F. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional
1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,
objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelgjari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:3 ).Dalam penelitian ini,
penulis mengunakan empat variabel bebas yaitu pengaruh rasio kemandirian
daerah, rasio aktivitas, rasio desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan
variabel terikat yaitu kinerja keuangan pemerintahan daerah Kota Binjai.dalam
upaya meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan perekonomian daerah.

Menurut Rusiadi (2014:50)“Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan
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atau mempengaruhi faktor-faktor yang diukur, manipulasi, atau dipilih oleh

penulis untuk menentukan hubungan anatara fenomena yang diamati”.

2. Defenisi Operasional
Defenisi Operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel
diukur secara operasional di lapangan.Defenisi operasional sebaiknya berasal dari
konsep teori dan defenisi. Defenisi operasional menjelaskan karakteristik dari

objek dalam elemen-elemen yang dapat diukur dan dioperasionalkan dalam

penelitian.
Tabel 3.2
Defenisi Operasional dan Ukuran Variabel
Variabel Defenisi I ndikator Skala

Kinerja rangkaian yang tersusun Kinerja keuangan Rasio
keuangan secara sSistematis  dan Realisasi APBD efesien
pemerintah | kemampuan untuk PAD s
KotaBinjai | menunjukan peran
(YY) pertanggungjawaban

untuk menciptakan

indikator kinerja sebagai

dasar menilai kinerja.

Menurut Mahmudi

(2001:163)
Rasio Penerimaan  pendapatan
Kemandiria | asli daerah dibagi dengan PAD /((Transfer Pusat Rasio
n  Daerah | jumlah pendapatan | + provinsi )
(X1) transfer dari + Pinjaman ) x100%
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pemerintah pusat dan
provinsi serta pinjaman
daerah.

Menurut Mahmudi
(2011:170)
Rasio Semakin tinggi belanja Tidak langsung
Aktivitas presentase dana yang Total Belanjag, oo Rasio
(X2) dialokasikan untuk Total Belanja Daerah X 100%
belanja tidak langsung
berarti presentase belanja
langsung cenderung belanja langsung
semakin kecil
Menurut Halim (2007 (Total Belanja Pembanguna
235 /modal)
/(Total Belanja Daerah) X 100%
Rasio Perbandingan antara
desentralisa | jumlah pendapatan asli Rasio
s (X3) daerah  dengan total PAD X100%
penerimaan daerah. Total Pendapatan
Semakin tinggi
kontribusi PAD maka
semakin tinggi
kemampuan pemerintah
daerah dalam
penyelenggaran
desentralisasi
Menurut Mahmudi
(2011: 169)
Rasio Semakin tinggi rasio ini
Ketergant maka semakin Rasio
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ungan besar tingkat

Dagrah (X4) | ketergantungan - terhadap pendapatan Transfer

. X 1009
Pemerintah Daerah. Total Pendapatan %
Menurut Mahmudi
(2011:170)

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah data
sukender, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data sekunder melalui
pengambilan data yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KotaBinjai.

H. Metode Analisis Data

Dalam analisis data yang diperoleh, digunakan metode yang bersifat
deskriptif. Metode analisa deskriptif dengan terlebih dahulu mengumpulkan data
yang ada kemudian diklasifikasi, selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang teliti. Dalam hal ini
data dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan daerah yaitu Rasio
Kemandirian, Rasio Aktivitas, Rasio Desentralisasi, dan Rasio Ketergantungan
Daerah untuk mengetahui perkembangan keuangan daerah pemerintahan Kota
Binjai Tahun 2009-2017.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik
dengan menggunakan software SPSS. Metode dan teknik analisis dilakukan

dengan Statistik Desktiptif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasll Penelitian
1. Gambaran Umum Penelitian

Sejak dibuat UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ialah
semua negara yang apat dinilai dengan uang , srta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewagjiban . laporan realisasi anggaran adalah laporan
yang menygjikan informasi anggara pendapatan, belnja, transfer,
sruplus/devisit , penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan sisi
lebinkurang pembiyaan anggaran yang masing-msing diperbandingkan
dengan anggaranya dalam satu periode dan laporan realisasi anggaran
menyajikan iktisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan
yang dikelola oleh pemerintah daerah/pusat.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Berikut ini adalah tabel laporan yang penulis susun, berdasarkan analisis
terhadap laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Binjai 2009-2017 :
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Tabel 4.1
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Anggar an dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2009

URAIAN ANGGARAN REALISAS
Pendapatan Daerah 421.272.557.085,00 | 396.155.883.068,13
Belanja Daerah 421.746.082.949,87 | 383.466.883.801,00
Surplus / Defisit (473.525.864,87) 12.688.999267,00
Pembiayaan Daerah:

-penerimaan pembiayaan 8.473.525.864,87 1.319.279.094,87
-pengeluaran pembiayaan 8.000.000.000,00 6,150.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan - 7.858.278.362,00
Anggaran Thun Berkenaan
Tabel 4.2
Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2010

URAIAN ANGGARAN REALISAS

Pendapatan Daerah 451.134.379.706,00 | 442.053.734.808,77
Belanja Daerah 456.231.613.006,00 | 418.220.391.835,00
Surplus/ Defisit (5.097.233.200,00) 23.833.342.973,77
Pembiayaan Daerah:
-penerimaan pembiayaan 6.579.233.300,00 7.858.278.362,00
-pengeluaran pembiayaan 1.500.000.000,00 1.400.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan 0,00 | 30.291.621.335,77
Anggaran Thun Berkenaan




Tabel 4.3
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Anggar an dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2011

URAIAN ANGGARAN REALISASI
Pendapatan Daerah 583.821.026.072,00 | 579.565.917.617,71
Belanja Daerah 606.044.406.326,77 | 546.497.391.346,84
Surplus/ Defisit (22.223.380.254,77) | 33.068.526.270,87
Pembiayaan Daerah:

-penerimaan pembiayaan 22.223.380.354,77 | 23.303.354.928,77
4.140.010.350,00 | 3.608.503.300,00
-pengeluaran pembiayaan
Sisa Lebih Pembiayaan - | 56.371.881.199,64
Anggaran Thun Berkenaan
Tabel 4.4
Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2012

URAIAN ANGGARAN REALISASI
Pendapatan Daerah 685.618.914/292,00 689.107.085.691,25
Belanja Daerah 730.709.030.274,64 650.087.241.200,00
Surplus / Defisit (45.090.115.982,64) 39.019.844.491,25
Pembiayaan Daerah:

-penerimaan pembiayaan 45.090.115.982,64 52.112.095.021,64
-pengel uaran pembiayaan
Sisa Lebih Pembiayaan - 91.131.939.512,89

Anggaran Thun Berkenaan




Tabel 4.5

Anggar an dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2013
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URAIAN ANGGARAN REALISAS
Pendapatan Daerah 777.139.382.117,00 | 711.568.038.362,01
Belanja Daerah 863.361.971.139,89 | 702.167.562.649,26
Surplus/ Defisit (86.222.589.022,89) 9.400.475.712,75
Pembiayaan Daerah:

-penerimaan pembiayaan 91.131.939.512.89 91.131.939.512,89
-pengeluaran pembiayaan 4.909.350.490,00 3.658.160.490,00
Sisa Lebih Pembiayaan - 96.874.254.735,64
Anggaran Thun Berkenaan
Tabel 4.6
Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2014

URAIAN ANGGARAN REALISASI
Pendapatan Daerah 825.842.656.546,33 | 804.091.375.966,10
Belanja Daerah 918.030.764.513,97 | 804.308.312.949,00
Surplus / Defisit (92.188.097.967,64) (216.936.982,90)
Pembiayaan Daerah:

-penerimaan pembiayaan 96.620.049.860,64 96.674.841.735,64
-pengeluaran pembiayaan 4.431,951.893,00 1.931.264.585,00
Sisa Lebih Pembiayaan - 94.526.640.167,74

Anggaran Tahun Berkenaan




Tabel 4.7
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Anggar an dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2015

URAIAN ANGGARAN REALISAS
Pendapatan Daerah 78.327.792.810,58 76.711.784.263,00
Belanja Daerah 84.409.491.022,36 69.036.209.984,00
Surplus/ Defisit (908.092.661,10) | (21.4675.574.279,00)
Pembiayaan Daerah:

-penerimaan pembiayaan 51.993.127.117,32 | 94.526.640.167,74
-pengeluaran pembiayaan 52.901.219.778,42 | 1.033.679.485,00
Sisa Lebih Pembiayaan - [ 51.993.127.117,32
Anggaran Tahun Berkenaan
Tabel 4.8
Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2016

URAIAN ANGGARAN REALISAS
Pendapatan Daerah 1.048.464.949.879,42 | 915.399.098.803,00
Belanja Daerah 1.046.968.177.493,32 | 945.078.606.296,00
Surplus/ Defisit (908.092.661,10) | (30.167.174.743,00)
Pembiayaan Daerah:
-penerimaan pembiayaan 51.993.127.177,32 | 52.243.802.177,32
-pengel uaran pembiayaan 52.901.219.778,42 | 3.662.767.715,00
Sisa Lebih Pembiayaan - 18.413.859.659,32

Anggaran Thun Berkenaan
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Tabel 4.9
Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2017
URAIAN ANGGARAN REALISAS

Pendapatan Daerah 964.903.163.076,00 879.551.758.424,45
Belanja Daerah 978.587.604.010,32 849.025.483.683,96
Surplus / Defisit (14.273.184.659,32) 29.937.653.915,52
Pembiayaan Daerah:

-penerimaan pembiayaan 18.163.184.659,32 18.668.815.234,15
-pengeluaran pembiayaan 3.890.000.000,00 2.975.530.204,00
Sisa Lebih Pembiayaan - 45.624.834.945,67
Anggaran Thun Berkenaan

B. Pembahasan

Analisis rasio Keuangan dapat digunakan untuk mengukur dan
mengevaluasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkan dengan
kinerja organisasi lain yang sejenis. Beberapa rasio yang diteliti berdasarkan data
keuangan yang bersumber dari laporan realisasi APBD kota Binjai Tahun 2009-
2017 sebagai berikut;

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1)

Rasio kemandirian daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :
PAD

RKKD = x 100%

Pendapatan Transfer
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Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan
suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai
sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan
menggunakan skala interval kemampuan keuangan daerah, dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut;

Tabel 4.10
Skala I nterval Kemandirian Keuangan Daer ah
Presentase Kemampuan Keuangan Daerah
0.00-10,00 Sangat Kurang
10.01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Sedang
30,01-40,00 Cukup
40,01-50,00 Baik
>50,00 Sangat Baik

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan
daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 11
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan o
K euangan Kemandirian (%) Pola Hubungan
Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif
Rendah 25% - 50% Konsultatif
Sedang 50% - 75% Partisipasif
Tinggi 75% - 100% Delegatif
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Hasil perhitungan dari rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.12

Rasio Kemandirian Keuangan Daer ah

Kota Binjai Tahun 2009-2017

Tahun PAD (Rp) Pendapatan RKKD Pola
Transfer (Rp) (%) Hubungan

2009 17.272.605.866,42 | 364.953.958.201,71 4,73 Instruktif
2010 18.832.884.480,77 | 372.387.616.528,00 5,06 Instruktif
2011 26.470.115.887,71 | 509.466.891.745,00 5,20 Instruktif
2012 48.178.078.782,50 | 552.755.195.445,75 8,72 Instruktif
2013 | 49.172.643.726,01 | 612.353.316.836,00 8,03 Instruktif
2014 | 71.967.137.635,10 | 717.043.184.708,00 10,04 Instruktif
2015 | 78.327.792.810,58 | 765.383.991.195,00 10,23 Instruktif
2016 | 97.339.497.584,36 | 818.059.491.533,00 11,90 Instruktif
2017 | 139.217.621.697,48 | 733.334.136.727,00 18.98 Instruktif

Rata-rata 7,99

Sumber: Data Olahan 2018

1. Tahun 2009 =

RP.17.272.605.866,42
Rp.364.953.958.201,71

RP.18.832.884.480,77

. Tahun 2010 =

Rp.372.387.616.528,00

RP.26.470.115.887,71
Rp.509.466.891.745,00

. Tahun 2011 =

Rp.48.178.078.782,50
Rp.552.755.195.445,75

. Tahun 2012 =

Rp.49.172.643.726,01

. Tahun 2013 =

Rp.612.353.316.836,00

Rp.71.967.137.635,10

. Tahun 2014 =

Rp.717.043.184.708,00

Rp.78.327.792.810,58
Rp.765.383.991.195,00

. Tahun 2015 =

x 100% = 4,73%

x 100% = 5,06%

x 100% = 5,20%

x 100% = 8,72%

x 100% = 8,03%

x 100% = 10,04%

x 100% = 10,23%
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Rp.97.339.497.584,36
Rp.818.059.491.533,00

8. Tahun 2016 = x 100% = 11,90%

Rp.139.217.621.697,48
Rp.733.334.136.727,00

9. Tahun 2017 = x 100% = 18.98%

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4. Di atas kemampuan keuangan
daerah Kota Binjai pada tahun 2009-2013 tergolong masih rendah yakni kurang
dari 10% dimana jika ditinjau berdasarkan skala interval kemandirian keuangan
daerah termasuk ke dalam kriteria sangat kurang (0,00-10,00%) dan pada tahun
2014-2017 kemampuan keuangan daerah Kota Binjai jika ditinjau berdasarkan
skala interval kemandirian keuangan daerah termasuk ke dalam kriteria kurang
(10.01-20,00%). Adapun pola hubungan rasio kemandirian keuangan daerah
termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih
dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu
melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2009 dimana
nilainya sebesar 4,73% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar
18.98%. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yaitu hanya 7,99.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap
bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi)
masih sangat tinggi.

Bila dilihat dari tabel 4. Di atas dapat digambarkan grafik rasio

kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :
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Gambar 4.1
Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daer ah
Tahun 2009-2017
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10 8.72 3.03
8
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4
2
0
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
B Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari gambar 4. Di atas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan
daerah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan nilai tertinggi
pada tahun 2017 yaitu senilai 18,98 dan terendah pada tahun 2009 yaitu 4,73. Dari
penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian
keuangan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak
eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian
pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat
partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi masyarakat
membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan
masyarakat yang semakin tinggi.

Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan
keuangan daerah Kota Binjai dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi
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kemandirian keuangan DPPKAD Kota Binjal secara keseluruhan dapat dikatakan
sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan
daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Untuk mengatasi hal
tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari
potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah
sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD

sektor potensial.

2. Rasio Aktivitas (X2)

Rasio ini menggambarkan bagai mana pemerintah daerah memprioritaskan
alokasi dananya pada belanjatidak langsung dan belanja langsung secara optimal.
Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung
berarti persentase belanja langsung yang digunakan untuk menyediakan sarana
prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja tidak
langsung maupun belanja langsung terhadap APBD yang ideal, karena sangat
dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan
investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun
demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk
memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio
belanja langsung yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan
kebutuhan pembangunan di Kota Binjai.

a) Rasio Belanja Tidak Langsung (Belanja Rutin)
Rasio belanja tidak langsung dihitung dengan cara membandingkan

total belanja tidak langsung (belanja rutin) dengan Total Belanja Daerah
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(TBD). Besarnya rasio belanja tidak langsung Kota Binjai tahun 2009-

2017 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 4.13
Belanja Tidak Langsung (Belanja Rutin)
Kota Binjai Tahun 2009-2017

Tahun BTL TBD Rasio Belanja
(Rp.) (Rp.) Tidak Langsung
2009 220.874.661.428,00 383.466.883.801,00 57,60
2010 277.840.220.041,00 418.220.391.835,00 66,43
2011 414.557.495.370,84 546.497.391.346,84 75,86
2012 491.878.213.097,00 650.087.241.200,00 75,66
2013 568.964.879.524,56 | 702.167.562.649,26 81,03
2014 651.023.466.787,00 804.308.312.949,00 80.94
2015 709.650.820.019,00 884.622.896.746,00 80,22
2016 741.550.724.698,00 | 945.078.606.296,00 78,46
2017 694.158.131.070,00 849.025.483.683,96 81,76
Rata-rata 74,63

Sumber: Data Olahan2018

RP.220.874.661.428,00

. Tahun 2009 =

Rp.383.466.883.801,00

RP.277.840.220.041,00

. Tahun 2010 =

Rp.418.220.391.835,00

RP.414.557.495.370,84

. Tahun 2011 =

Rp.546.497.391.346,84

Rp.491.878.213.097,00

. Tahun 2012 =

Rp.650.087.241.200,00

Rp.568.964.879.524,56
Rp.702.167.562.649,26

. Tahun 2013 =

Rp.651.023.466.787,00

. Tahun 2014 =

Rp.804.308.312.949,00

Rp.709.650.820.019,00
Rp.884.622.896.746,00

. Tahun 2015 =

x 100% = 57,60%

x 100% = 66,43%

x 100% = 75,86%

x 100% = 75,66%

x 100% = 81,03%

x 100% = 80.94%

x 100% = 80,22%
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Rp.741.550.724.698,00
Rp.945.078.606.296,00

8. Tahun 2016 = x 100% = 78,46%

Rp.694.158.131.070,00
Rp.849.025.483.683,96

9. Tahun 2017 =

x 100% = 81,76%

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4. menunjukkan besarnya belanja
tidak langsung dalam total belanja daerah lebih dari 50% sehingga dapat
dikatakan besar. Belanja tidak langsung digunakan pemerintah untuk
membelanjakan kegiatan rutinnya atau kegiatan operasionalnya untuk pelayanan
dan gaji karyawan.

Dari tabel 4. di atas dapat digambarkan grafik belanja tidak langsung

sebagai berikut :

Gambar 4.2
Grafik Belanja Tidak Langsung (Belanja Rutin)
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M Belanja Tidak Langsung (Belanja Rutin)

Sumber : Data Olahan Tahun 2018
Dari gambar 4. di atas dapat dilihat bahwa total belanja tidak langsung

(belanja rutin) dalam total belanja daerah dengan nilai tertinggi pada tahun 2017

yaitu sebesar 81,76% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 57,6%.
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b) Rasio Belanja Langsung (Belanja Pembangunan)

Rasio belanja langsung dihitung dengan cara membandingkan total
belanja langsung (belanja pembangunan) dengan Total Belanja Daerah
(TBD). Besarnya rasio belanja langsung pada Kota Binjai tahun 2009-

2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.14
Belanja L angsung (Belanja Pembangunan)
Kota Binjai Tahun 2009-2017

Tahun BL TBD Rasio Belanja
(Rp.) (Rp.) L angsung
2009 162.592.222.373,00 383.466.883.801,00 42,40
2010 140.380.171.794,00 418.220.391.835,00 33,57
2011 131.939.895.976,00 546.497.391.346,84 24,14
2012 158.209.028.103,00 650.087.241.200,00 24,34
2013 133.102.683.124,70 702.167.562.649,26 18,96
2014 153.284.846.162,00 804.308.312.949,00 19,06
2015 174.972.076.727,00 884.622.896.746,00 19,78
2016 202.943.191.598,00 945.078.606.296,00 21,47
2017 154.059.962.293,96 849.025.483.683,96 18,16
Rata-rata 24,65

Sumber: Data Olahan 2018

RP.162.592.222.373,00
Rp.383.466.883.801,00

1. Tahun 2009 =

x 100% = 42,40%

RP.140.380.171.794,00
Rp.418.220.391.835,00

2. Tahun 2010 =

x 100% = 33,57%

RP.131.939.895.976,00
Rp.546.497.391.346,84

3. Tahun 2011 =

x 100% = 24,14%

Rp.158.209.028.103,00
Rp.650.087.241.200,00

4. Tahun 2012 = x 100% = 24,34%



Rp.133.102.683.124,70

Tahun 2013 =

Rp.702.167.562.649,26

Rp.153.284.846.162,00

Tahun 2014 =

Rp.804.308.312.949,00

Rp.174.972.076.727,00
Rp.884.622.896.746,00

Tahun 2015 =

Rp.202.943.191.598,00
Rp.945.078.606.296,00

Tahun 2016 =

Rp.154.059.962.293,96
Rp.849.025.483.683,96

Tahun 2017 =

52

x 100% = 18,96%

x 100% = 19,06%

x 100% = 19,78%

x 100% = 21,47%

x 100% = 18,16%

Biladilihat berdasarkan perhitungan pada tabel 4. menunjukkan dari tahun

2009-2017 belanja langsung masih dibawah 50% dari total belanja daerah. Dapat

disimpulkan bahwa dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan

prasarana masih dibawah 50% dari total belanja daerah.

Biladilihat dari tabel 4. di atas dapat digambarkan grafik belanja langsung

sebagai berikut :

Gambar 4.3

Grafik Rasio Belanja L angsung (Belanja Pembangunan)
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Sumber : Data Olahan Tahun 2018
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Dari gambar 4. di atas dapat dilihat bahwa rasio belanja langsung (belanja
pembangunan) dalam total belanja daerah cenderung mengalami penurunan
dengan nilai tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 42,4% dan terendah pada
tahun 2017 yaitu sebesar 18,16%.

Rasio aktivitas menghitung belanja tidak langsung (belanja rutin) dan rasio
belanja langsug (belanja pembangunan). Dimana melihat rasio belanja tidak
langsung (RBTL) atau rasio belanja langsung (RBL) yang lebih prioritas dalam
total belanja daerah. Besarnya rasio aktivitas pada Kota Binjai tahun 2009-2017,

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut -

Tabel 4.15
Rasio Aktivitas
Kota Binjai Tahun 2009-2017
Tahun RETL ReL Prioritas
(%) (%)
2009 57,60 42,40 Belanja Tidak Langsung
2010 66,43 33,57 Belanja Tidak Langsung
2011 75,86 24,14 Belanja Tidak Langsung
2012 75,66 24,34 Belanja Tidak Langsung
2013 81,03 18,96 Belanja Tidak Langsung
2014 80.94 19,06 Belanja Tidak Langsung
2015 80,22 19,78 Belanja Tidak Langsung
2016 78,46 21,47 Belanja Tidak Langsung
2017 81,76 18,16 Belanja Tidak Langsung

Sumber: Data Olahan 2018
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4. menunjukkan bahwa dari tahun

2009-2017 yang lebih prioritas adalah belanja tidak langsung (belanja rutin). Oleh
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karena itu, rasio belanja langsung yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan
sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Binjai.

Dari tabel 4. di atas dapat digambarkan grafik rasio aktivitas sebagai

berikut:
Gambar 4.4
Grafik Rasio Aktivitas
Tahun 2009-2017
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Sumber : Data Olahan Tahun 2018
Dari gambar 4. di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2009-2017 belanja

tidak langsung (belanja rutin) lebih prioritas dari pada belanja langsung (belanja
pembangunan) yang berarti bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah
daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja tidak langsung sehingga
belanja langsung relatif kecil. Belanja tidak langsung tertinggi pada tahun 2017
dan terendah pada tahun 2009 sedangkan belanja langsung tertinggi pada tahun
2009 dan terendah pada tahun 2017. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan

bahwa semakin rendah belanja tidak langsung maka belanja langsung akan
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semakin tinggi sedangkan semakin tinggi belanja tidak langsung maka belanja
langsung akan semakin rendah.

Dari perhitungan rasio aktivitas dapat dilihat bahwa rasio belanja tidak
langsung dan rasio belanja langsung yang belum stabil dari tahun ke tahun. Ini
dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja tidak langsung yang masih besar
(74,63%) dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja langsung (24,65%).
Besarnya aokasi dana untuk belanja tidak langsung terutama dikarenakan
besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini
dapat menunjukkan bahwa pemerintah Kota Binjai yang lebih condong pada
pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan
belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada
patokan yang pasti untuk belanja langsung, sehingga pemerintah daerah masih
berkonsentrasi pada pemenuhan belanja tidak langsung yang mengakibatkan
belanja langsung untuk pemerintah Kota Binjai kecil atau belum terpenuhi. Untuk
itu kedepannya pemerintah Kota Binjai diharapkan lebih memperhatikan
pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati Ingsung oleh puplik.
Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana puplik sehingga

dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan puplik.

3. RasioDerajat Desentralisasi
Rasio dergjat desentralisasi menunjukkan dergjat Kontribusi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut:



Sebagai pedoman dalam melihat kemampuan daerah (dari sisi keuangan)

PAD

Dergjat Desentralisasi = x 100%

Total Pendapatan

dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

Besarnya rasio dergjat desentralisasi pada Kota Binjai Tahun 2009-2017

Tabel 4.16
Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah
Presentase Kemampuan Keuangan Daerah
0.00-10,00 Sangat Kurang
10.01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Sedang
30,01-40,00 Cukup
40,01-50,00 Baik
>50,00 Sangat Baik

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.17

Rasio Derajat Desentralisasi
Kota Binjai Tahun 2009-2017

BAD Total Pendapatan Rasio Der agjat
Tahun Daerah Desentralisasi
(Rp)

(Rp) (%)
2009 | 17.272.605.866,42 396.155.883.068,13 4,36
2010 | 18.823.884.480,77 442.053.734.808,77 4,26
2011 | 26.470.115.887,71 579.565.917.617,71 4,57
2012 | 48.178.078.782,50 689.107.085.691,25 6,99
2013 | 49.172.643.726,01 711.568.038.362,01 6,91
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2014 | 71.967.137.635,10 804.091.375.966,10 8,95
2015 | 78.327.792.810,58 843.711.784.005,58 9,28
2016 | 97.339.497.584,36 915.399.098.803,00 10,63
2017 | 139.217.621.697,48 879.551.755.424,48 15,82
Rata-rata 7,97

1. Tahun 2009 =

Sumber: Data Olahan 2018

RP.17.272.605.866,42

Rp.396.155.883.068,13

RP.18.823.884.480,77

. Tahun 2010 =

Rp.442.053.734.808,77

RP.26.470.115.887,71
Rp.579.565.917.617,71

. Tahun 2011 =

Rp.48.178.078.782,50
Rp.689.107.085.691,25

. Tahun 2012 =

Rp.49.172.643.726,01

. Tahun 2013 =

Rp.711.568.038.362,01

Rp.71.967.137.635,10
Rp.804.091.375.966,10

. Tahun 2014 =

Rp.78.327.792.810,58

. Tahun 2015 =

Rp.843.711.784.005,58

Rp.97.339.497.584,36
Rp.915.399.098.803,00

. Tahun 2016 =

Rp.139.217.621.697,48
Rp.879.551.755.424,48

. Tahun 2017 =

x 100% = 4,36%

x 100% = 4,26%

x 100% = 4,57%

x 100% = 6,99%

x 100% = 6,91%

x 100% = 8,95%

x 100% = 9,28%

x 100% = 10,63%

x 100% = 15,82%

Bila dilihat dari tabel 4 di atas bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Total

Pendapatan Daerah pada tahun 2009-2017 mengalami kenaikan, namun jika

menggunakan rasio dergjat desentralisasi dapat dilihat berdasarkan hasil

perhitungan di atas menunjukkan bahwa dergjat desentralisasi Kota Binjai masih

sangat kurang. Rata-rata tingkat dergjat desentralisasi pada tahun 2009-2017 yaitu

7,97. Jika ditinjau dalam skala interval kemandirian keuangan daerah maka rata-

rata tersebut masih tergolong dalam kategori sangat kurang (0,00-10,00%). Hal ini
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berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah Kota Binjai untuk menggali atau mengelola pendapatan masih
sangat rendah. Untuk itu kedepannya Kota Binjai harus lebih berupaya untuk
lebih dapat meningkatkan PAD nya, baim dengan menggali potensi baru maupun
dengan mengembangkan potensi-potensi pendapatan yang sudah ada.

Dari tabel 4. Diatas dapat dibuat grafik dergjat desentralisasi yang dapat

dilihat pada gambar 4. Berikut ini

Gambar 4.5
Grafik Rasio Derajat Desentralisasi
Tahun 2009-2017
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Sumber: Data Olahan 2018
Dari gambar 4. Diatas dapat dillihat bahwa rasio dergjat desentralisasi

tertinggi pada tahun 2017 yaitu 15,82% dan terendah pada tahun 2010 yaitu
4,26% yang berarti jumlah PAD tertinggi dalam total pendapatan daerah pada
tahun 2017 dan jumlah PAD terendah dalam total pendapatan daerah pada tahun

2010.
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4. Rasio Ketergantungan Daerah (X4)
Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membandingkan
jumlah Pendapatan Transfer (PT) yang diterima oleh penerimaan daerah dengan

Total Pendapatan Daerah (TPD). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer

x 100%

Rasio Ketergantungan Daerah =
Total Pendapatan

Sebagai pedoman dalam melihat kemampuan daerah (dari sisi keuangan)

dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.18
Skala I nterval Kemandirian Keuangan Daer ah
Presentase Kemampuan Keuangan Daer ah
0.00-10,00 Sangat Kurang
10.01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Sedang
30,01-40,00 Cukup
40,01-50,00 Baik
>50,00 Sangat Baik

Besarnya rasio ketergantungan daerah Kota Binjai pada Tahun 2009-2017

dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.19
Rasio K etergantungan Daerah
Kota Binjai Tahun 2009-2017

60

Pendapatan Total Pendapatan Rasio

Tahun Transfer Daerah KeteE)%aer;g;]ngan
(Rp) (Rp) (%)
2009 | 364.953.958.201,71 396.155.883.068,13 92,12
2010 | 372.387.616.528,00 442.053.734.808,77 84,24
2011 | 509.466.891.745,00 579.565.917.617,71 87,90
2012 | 552.755.195.445,75 689.107.085.691,25 80,21
2013 | 612.353.316.836,00 | 711.568.038.362,01 86,06
2014 | 717.043.184.708,00 804.091.375.966,10 89,17
2015 | 765.383.991.195,00 | 843.711.784.005,58 90,71
2016 | 818.059.491.533,00 915.399.098.803,00 89,37
2017 | 733.334.136.727,00 879.551.755.424,48 83,38
Rata-rata 87,02

Sumber: Data Olahan, 2018

RP.364.953.958.201,71
Rp.396.155.883.068,13

. Tahun 2009 =

RP.372.387.616.528,00

. Tahun 2010 =

Rp.442.053.734.808,77

RP.509.466.891.745,00
Rp.579.565.917.617,71

. Tahun 2011 =

Rp.552.755.195.445,75
Rp.689.107.085.691,25

. Tahun 2012 =

Rp.612.353.316.836,00

. Tahun 2013 =

Rp.711.568.038.362,01

Rp.717.043.184.708,00

. Tahun 2014 =

Rp.804.091.375.966,10

Rp.765.383.991.195,00

. Tahun 2015 =

Rp.843.711.784.005,58

Rp.818.059.491.533,00
Rp.915.399.098.803,00

. Tahun 2016 =

x 100% = 92,12%

x 100% = 84,24%

x 100% = 87,90%

x 100% = 80,21%

x 100% = 86,06%

x 100% = 89,17%

x 100% = 90,71%

x 100% = 89,37%
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Rp.733.334.136.727,00
Rp.879.551.755.424,48

9. Tahun 2017 = x 100% = 83,38%

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4. Diatas, ketergantungan daerah Kota
Binjal terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih sangat besar. Rata-rata
tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Binjai pada tahun 2009-2017 yaitu
87,02. Ketergantungan daerah paling tinggi pada tahun 2009 yaitu 92,12% dan
ketergantungan daerah palinng rendah pada tahun 2012 yaitu 80,21%. Namun
Ketergantungan daerah Kota Binjai pada tahun tersebut masih menunjukkan
tingkat ketergantungan diatas 50% dalam total pendapatan daerah. Hal ini
menunjukkan bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi lebih
besar dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari PAD dan pendapatan
lain-lain yang sah dalam total pendapatan daerah.

Dari tabel 4. Diatas dapat dibuat grafik rasio ketergantungan daerah, yang

dapat dilihat pada gambar 4. Berikut

Gambar 4.6
Grafik Rasio K etergantungan Daerah
Tahun 2009-2017
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Sumber: Data Olahan 2018
Berdasarkan gambar 4. Diatas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan

daerah tertinggi pada tahun 2009 yaitu 92,12% dan paling terendah yaitu pada
tahun 2012 yaitu 80,21%. Dimana pendapatan transfer dalam total pendapatan

daerah dengan nilai tertinggi pada tahun 2009 dan terendah pada tahun 2012.

C. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana
adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umu atau
generalisasi.

Untuk memberikan gambaran data pada variabel penelitian yang terdiri
dari Kinerja Keuangan (PAD), rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD), rasio
aktivitas (RA), rasio dergat desentralisasi (RDD), dan rasio ketergantungan
daerah (RKD), maka dapat dijelaskan dengan analisis deskriptif yang meliputi
nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Berikut ini dijelaskan
analisis deskriptif yaitu menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang
akan dimasukkan dalam model penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut:
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Tabel 4.20
Deskripsi Data Variabel

Data Realisasi Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah K ota Binjai
Tahun 2009-2017 (dalam% PAD)

Tahun | PAD(Y) | RKKD (X1) | RA(X2) | RDD (X3) | RKD (X4)
2009 15,68 4,73 57,60 4,36 92,12
2010 18,83 5,06 66,43 4,26 84,24
2011 26,47 5,20 75,86 457 87,90
2012 48,18 8,72 75,66 6,99 80,21
2013 49,17 8,03 81,03 6,91 86,06
2014 71,70 10,04 80,94 8,95 89,17
2015 82,45 10,23 80,22 9,28 90,71
2016 93,72 11,90 78,46 10,63 89,37
2017 98,54 18,98 81,76 15,82 83,38

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics Version 25, 2018

Adapun hasil olah data statistik deskriptif Realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2009-2017 menggunakan IBM SPSS

Statistics Version 25 adalah sebagai berikuit:

Tabel 4. 21
Hasil Uji Statistik Deskriptif
(PAD)
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
RKKD 9 5 19 9,21 4,464
RA 9 58 82 75,33 8,162
RDD 9 4 16 7,97 3,739
RKD 9 80 92 87,02 3,854
PAD 9 16 99 56,08 31,948
Valid N (listwise) 9

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics Version 25, 2018
Berdasarkan tabel diatas yang berasal dari hasil output IBM SPSS

Statistics Version 25 menunjukkan bahwa jumlah sampel atau N data valid yang
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akan diteliti adalah 9 sampel. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan variabel
dependen yaitu variabel kinerja keuangan atau PAD (Y) memiliki skor terendah
(minimum) adalah 16 dan skor tertinggi (maximum) adalah 99 dengan melihat
nilai ratarata (mean) variabel kinerja keuangan atau PAD (Y) sebesar 56,08.
Untuk melihat tingkat penyimpangan data dapat dilihat dari nilai standar deviasi.
Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh kemungkinan nilai yang diperoleh
menyimpang dari nilai yang diharapkan. Pada variabel kinerja keuangan atau
PAD (Y) dapat diketahui standar deviasi sebesar 31,948. Hal ini diartikan bahwa
data variabel kinerja keuangan atau PAD (Y) dapat dikatakan baik karena nilai
standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata ratanya (mean).

Variabel rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) memiliki skor
terendah (minimum) adalah 5 dan skor tertinggi (maximum) adalah 19 dengan
melihat nilai rata-rata (mean) RKKD sebesar 9,21 dan standar deviasi sebesar
4,464. Hal ini diartikan bahwa data variabel rasio kemandirian keuangan daerah
(RKKD) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada
nilai rata-rata (mean).

Variabel rasio aktivitas (RA) memiliki skor terendah (minimum) adalah 58
dan skor tertinggi (maximum) adalah 82 dengan melihat nilai rata-rata (mean) RA
sebesar 75,33 dan standar deviasi sebesar 8,162. Hal ini diartikan bahwa data
variabel rasio aktivitas (RA) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya
lebih kecil daripada nilai rata-rata (mean).

Variabel rasio dergjat desentralisass (RDD) memiliki skor terendah
(minimum) adalah 4 dan skor tertinggi (maximum) adalah 16 dengan melihat nilai

rata-rata (mean) RDD sebesar 7,97 dan standar deviasi sebesar 3,739. Hal ini
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diartikan bahwa data variabel rasio rasio dergat desentralisasi (RDD) dapat
dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata
(mean).

Variabel rasio dergjat ketergantungan daerah (RKD) memiliki skor
terendah (minimum) adalah 80 dan skor tertinggi (maximum) adalah 92 dengan
melihat nilai rata-rata (mean) RKD sebesar 87,02 dan standar deviasi sebesar
3,854. Hal ini diartikan bahwa data variabel rasio rasio ketergantungan daerah
(RKD) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada

nilai rata-rata (mean).

Tabel 4.22
Deskripsi Data Variabel
Data Realisasi Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah K ota Binjai
Tahun 2009-2017 (dalam% APBD)

Tahun | APBD (Y) | RKKD (X1) | RA(X2) | RDD (X3) | RKD (Xa)
2009 91,04 4,73 57,60 4,36 92,12
2010 97,18 5,06 66,43 4,26 84,24
2011 94,83 5,20 75,86 4,57 87,90
2012 95,20 8,72 75,66 6,99 80,21
2013 86,93 8,03 81,03 6,91 86,06
2014 92,76 10,04 80,94 8,95 89,17
2015 92,46 10,23 80,22 9,28 90,71
2016 91,15 11,90 78,46 10,63 89,37
2017 89,55 18,98 81,76 15,82 83,38

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics Version 25, 2018
Adapun hasil olah data statistik deskriptif Realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2009-2017 menggunakan IBM SPSS

Statistics Version 25 adalah sebagai berikut:
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Tabel 4. 23
Hasil Uji Statistik Deskriptif
(APBD)
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
RKKD 9 5 19 9,21 4,464
RA 9 58 82 75,33 8,162
RDD 9 4 16 7,97 3,739
RKD 9 80 92 87,02 3,854
APBD 9 87 97 92,34 3,126
Valid N (listwise) 9

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics Version 25, 2018
Berdasarkan tabel diatas yang berasal dari hasil output IBM SPSS

Statistics Version 25 menunjukkan bahwa jumlah sampel atau N data valid yang
akan diteliti adalah 9 sampel. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan variabel
dependen yaitu variabel kinerja keuangan atau APBD (YY) memiliki skor terendah
(minimum) adalah 187 dan skor tertinggi (maximum) adalah 97 dengan melihat
nilai rata-rata (mean) variabel kinerja keuangan atau APBD (Y) sebesar 92,34
Untuk melihat tingkat penyimpangan data dapat dilihat dari nilai standar deviasi.
Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh kemungkinan nilai yang diperoleh
menyimpang dari nilai yang diharapkan. Pada variabel kinerja keuangan atau
APBD (Y) dapat diketahui standar deviasi sebesar 3,126. Hal ini diartikan bahwa
data variabel kinerja keuangan atau APBD (Y) dapat dikatakan baik karena nilai
standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata ratanya (mean).

Variabel rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) memiliki skor
terendah (minimum) adalah 5 dan skor tertinggi (maximum) adalah 19 dengan
melihat nilai rata-rata (mean) RKKD sebesar 9,21 dan standar deviasi sebesar

4,464. Hal ini diartikan bahwa data variabel rasio kemandirian keuangan daerah
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(RKKD) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada
nilai rata-rata (mean).

Variabel rasio aktivitas (RA) memiliki skor terendah (minimum) adalah 58
dan skor tertinggi (maximum) adalah 82 dengan melihat nilai rata-rata (mean) RA
sebesar 75,33 dan standar deviasi sebesar 8,162. Hal ini diartikan bahwa data
variabel rasio aktivitas (RA) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya
lebih kecil daripada nilai rata-rata (mean).

Variabel rasio dergjat desentralisasi (RDD) memiliki skor terendah
(minimum) adalah 4 dan skor tertinggi (maximum) adalah 16 dengan melihat nilai
rata-rata (mean) RDD sebesar 7,97 dan standar deviasi sebesar 3,739. Hal ini
diartikan bahwa data variabel rasio rasio dergjat desentralisasi (RDD) dapat
dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata
(mean).

Variabel rasio dergjat ketergantungan daerah (RKD) memiliki skor
terendah (minimum) adalah 80 dan skor tertinggi (maximum) adalah 92 dengan
melihat nilai rata-rata (mean) RKD sebesar 87,02 dan standar deviasi sebesar
3,854. Hal ini diartikan bahwa data variabel rasio rasio ketergantungan daerah
(RKD) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada

nilai rata-rata (mean).



BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya dengan nilai tertinggi pada tahun 2017
yaitu senilai 18,98 dan terendah pada tahun 2009 yaitu 4,73. Dari
penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio
kemandirian keuangan daerah maka tingkat ketergantungan daerah
terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan
provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

2. Rasio Belanja Langsung (Belanja Pembangunan) cenderung
mengalami penurunan dengan nilai tertinggi pada tahun 2009 yaitu
sebesar 42,4% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,16%.
Besarnya rasio aktivitas pada Kota Binjai tahun 2009-2017 menujukan
bahwa yang lebih prioritas adalah belanja tidak langsung (belanja
rutin). Oleh karena itu, rasio belanja langsung yang relatif masih kecil
perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota
Binjai.

3. Rasio Desentralisasi cenderung menunjukkan bahwa dergjat
desentralisasi Kota Binjai masih sangat kurang. Rata-rata tingkat

dergjat desentralisasi pada tahun 2009-2017 yaitu 7,97. Jika ditinjau
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dalam skala interval kemandirian keuangan daerah maka rata-rata
tersebut masih tergolong dalam kategori sangat kurang (0,00-10,00%).
4. Rasio Ketergantungan Daerah cenderung mengalami kenaikan dan
penurunan pada tahun 2009 yaitu 92,12% dan paling terendah yaitu
pada tahun 2012 yaitu 80,21%. Dimana pendapatan transfer dalam
total pendapatan daerah dengan nilai tertinggi pada tahun 2009 dan

terendah pada tahun 2012.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil studi, selanjutnya baik untuk kepentingan
praktis maupun kepentingan studi selanjutnya, maka disampaikan saran
sebagai berikut;

1. Sebaiknya pemerintah daerah Kota Binjai dapat lebih meningkatkan
pendapatan asli daerahnya agar kemandirian dan kemampuan daerah
menjadi lebih meningkat dengan cara mengagali potensi pendapatan
asli daerah yang baru.

2. Pemerintah Kota Binjai hendaknya lebih banyak mengalokasikan dana
untuk pembangunan atau belanja langsung yang relatif kecil bahkan
dibawah 50% dari total belanja daerah dibandingkan dengan anggaran
yang bersifat operasional atau belanja tidak langsung.

3. Sebaknya bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel
penelitian serta tahun penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan
pemerintahan daerah, agar dapat memberikan gambaran kinerja

pemerintah yang lebih jelas.
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